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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian restitusi 

kepada korban tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih 

menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman korban tentang 

hak- hak mereka dan keterbatasan ekonomi pelaku. Terdapat mekanisme yang telah 

dibangun melalui koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK, efektivitas 

restitusi masih terhambat oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak korban dan 

kesulitan dalam pembuktian kerugian. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih 

lanjut untuk meningkatkan pemulihan korban dan memastikan keadilan yang lebih 

baik dalam sistem peradilan pidana. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan peningkatan 

sosialisasi mengenai hak-hak korban kepada masyarakat, serta pelatihan bagi 

lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses 

restitusi. Selain itu, pengembangan mekanisme monitoring yang lebih efektif dapat 

membantu memastikan pelaksanaan restitusi berjalan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan korban tindak 

pidana pencurian dapat lebih diberdayakan untuk mengajukan restitusi dan 

memperoleh pemulihan yang layak, sehingga keadilan dalam sistem peradilan 

pidana dapat tercapai secara menyeluruh. 
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